
 

 

 

WALI KOTA CIREBON 

PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN WALI KOTA CIREBON 

NOMOR 17 TAHUN  2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 54 TAHUN 2011 

TENTANG KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 
WALI KOTA CIREBON, 

 

Menimbang  :   a. bahwa  Komisi  Informasi Kota Cirebon telah ditetapkan 

dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 54 Tahun 2011; 

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur 

kelembagaan serta dalam rangka penyempurnaan Komisi 

Informasi Kota Cirebon, perlu diadakan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b maka dipandang perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang 

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 54 

Tahun 2011 tentang Komisi Informasi Kota Cirebon; 

Mengingat  :     1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan 

dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah 

beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 

Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia 

Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-

kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5071); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor  244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­Undang 

Nomor  9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor  58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  5887); 

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman 

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di 

Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Nomor 245); 

10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 2 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 48A); 

11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang 

Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri 

D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69); 

12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 

Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Nomor 70); 

13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E); 

14. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 54 Tahun 2011 tentang 

Komisi Informasi Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2011 Nomor 54); 

15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon 

(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 41); 

16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 59 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 

Nomor 59); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan    : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 54 

TAHUN 2011 TENTANG KOMISI INFORMASI KOTA 

CIREBON. 

 

Pasal I 

Mengubah Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 4 dan Nomor 5 

dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 54 Tahun 2011 

tentang Komisi Informasi Kota Cirebon (Berita Daerah Kota 

Cirebon Tahun 2011 Nomor 54), sehingga Pasal 1 berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota Cirebon. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Cirebon. 

4. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Kota Cirebon. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Kota Cirebon. 

6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan 

tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, 

baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat 

dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam 

berbagai kemasan dan format sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

secara elektronik ataupun non elektronik. 

7. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, 

disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh 

suatu badan publik yang berkaitan dengan 

penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau 

penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintahan                    

di Kota Cirebon,   yang  sesuai  dengan  Undang-Undang  
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Nomor 14 Tahun 2008 serta informasi lain yang 

berkaitan dengan kepentingan publik. 

8. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, 

yudikatif dan badan lain yang sebagian atau seluruh 

dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri 

yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara di daerah. 

9. Komisi Informasi Kota Cirebon adalah lembaga mandiri 

yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, 

menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi 

publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik 

melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi di Kota 

Cirebon. 

10. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa informasi 

antara pihak melalui bantuan mediator Komisi 

Informasi Kota Cirebon Mediasi adalah penyelesaian 

sengketa informasi publik antara pihak melalui bantuan 

mediator Komisi Informasi Kota Cirebon. 

11. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa 

informasi publik antara pihak yang diputus oleh Komisi 

Informasi Kota Cirebon. 

12. Ajudikasi non litigasi adalah penyelesaian sengketa 

ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki 

kekuatan setara dengan putusan pengadilan. 

13. Orang adalah perseorangan, kelompok orang, badan 

hukum, atau badan publik. 

14. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang 

menggunakan Informasi Publik. 

15. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara 

dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan 

permintaan informasi publik. 
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Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon. 

 

 
Ditetapkan di Cirebon 

pada tanggal 25 April 2017 
 

WALI KOTA CIREBON, 
 

ttd, 

 
NASRUDIN AZIS 

 
 

 
 

Diundangkan di Cirebon 

pada tanggal 27 April 2017 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 
 

ttd, 
 

ASEP DEDI 

 
 

 
BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 18 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA, 
 

 

 

YUYUN SRIWAHYUNI P 
Pembina Tingkat I (IV/b) 

NIP. 19591029 198603 2 007 


